
BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Meningat

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : BO TAHUN 201?

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA

SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Sewa Barang Milik Daerah ;

b. bahwa dengan adanya perubahan perkembangan keadaan serta
untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional di
Kabupaten Banyumas, perlu penyesuaian tarif sewa khususnya
untuk kegiatan usaha non bisnis dan kegiatan sosial ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik
Daerah ;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E) ;

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 91 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 91
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK
DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor
91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 91)diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Besar faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditetapkan sebesar 100%
(seratus persen).

(2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
a. Kategori I maksimal sebesar 40% (empat puluh persen);
b. Kategori II maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen);
c. Kategori III maksimal sebesar 20% (dua puluh persen);

(3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

Menetapkan



a. Kategori I maksimal sebesar 8% (delapan persen);
b. Kategori II maksimal sebesar 3% (tiga persen);
c. Kategori III maksimal sebesar 3% (tiga persen);

(4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud
Pasal 33 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
a. Per tahun sebesar 100% (seratus persen);
b. Per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
c. Per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
d. Per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
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Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal Q / QEC 2017

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSIN

Diundangkan, di Purwokerto
Pada

na Utama Madya
NIP 19640116 199003 f 009
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